
 
  

 
 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang :    a.  bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11             

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6       

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dalam 

rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang di bidang pemrosesan sampah perlu 

dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga 

pengelolaan sampah di kota Tanjungpinang dapat 

berlangsung dengan baik, perlu membentuk Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah; 

               SALINAN 
jdih.tanjungpinangkota.go.id 

 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang; 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72            

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80       

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

7. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11     

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah 

Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6      

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah      

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  SAMPAH  PADA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG. 



BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah atau  disebut  Kota adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan dearah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.  

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah 

UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah pada Dinas Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.  

7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

8. Kepala UPTD adalah pejabat eselon IVa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman 

pembentukan UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah pada Dinas 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. 

(2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menjelaskan uraian 

tugas pokok dan fungsi UPTD Tempat Pemprosesan Akhir Sampah pada 

Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.  

 



(3) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. Pembentukan UPTD; 

b. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; 

c. Uraian tugas pokok fungsi; 

d. Tata kerja; dan  

e. Pembiayaan. 

BAB III 

PEMBENTUKAN UPTD 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Tempat Pemprosesan 

Akhir Sampah Kota Tanjungpinang. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.  

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu  

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pemprosesan 

akhir sampah.  

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

   

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 4 

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan 

sampah.  

 

 



Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 5 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, 

UPTD mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang 

materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi); 

b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, 

penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas); 

c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 

infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas 

operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, 

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle, 

Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu; 

d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 

sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesan akhir; 

e. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan 

sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, 

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, reuse, recyle Tempat 

Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 

f. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pengolahan Akhir; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas:  

a. Kepala UPTD;  

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional.  



(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 

ini. 

BAB IV 

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tugas Kepala UPTD 

Pasal 7 

Kepala UPTD mempunyai tugas: 

a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang 

Pemrosesan Akhir Sampah; 

b. mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

                        Bagian Kedua 

     Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

  Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, 

keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit 

Pelaksana Teknis Dinas; 

b. menyusun perencanaan dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga. 

Fungsi Kepala UPTD 

      Pasal 9 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 di atas, 

Kepala UPTD mempunyai fungsi: 



a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan 

program kerja UPTD dan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 

b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan dan 

pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai 

fungsional selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas 

operasional umum dan teknis UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, 

pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi 

sumber energi); 

d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, 

penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas); 

e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 

infrastruktur; 

f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung 

sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 

pemrosesan akhir; 

g. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan 

sampah/residu; 

h. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan akhir 

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Tempat Pengolahan Akhir;  

i. memimpin pelaksanaan pelayanan dan jasa penyedotan dan 

pengangkutan lumpur tinja; dan 

j.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya.  

                        BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 10 

(1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD dan melaksanakan prinsip-

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam 

lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait. 



(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta berkewajiban 

melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

(3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing 

bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada 

bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut 

jenjang jabatannya masing-masing. 

(4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD 

berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya. 

BAB VI 

KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas melalui 

Sekretaris Daerah. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentikan kelompok jabatan fungsional 

ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Eselonering 

Pasal 12 

(1) Jabatan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) 

huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV a. 



(2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6      

ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV b. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional UPTD ditetapkan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas serta hal-hal lain yang belum 

diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur dan ditetapkan tersendiri 

oleh Kepala Dinas yang difasilitasi oleh Kepala UPTD sesuai analisis jabatan 

dan analisis beban kerja.  

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota 

Tanjungpinang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi 



Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat 

Pemrosesan Akhir Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

Ditetapkan di   Tanjungpinang 
                                                             pada  tanggal 08 Januari 2021                    

                 WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 ttd. 

                                RAHMA 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 08 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

  
        ttd. 

 
TEGUH AHMAD S 
 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR  14 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR PADA DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG. 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP KOTA TANJUNGPINANG 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

                      ttd. 

        RAHMA 

KEPALA UPTD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

STAF PELAKSANA 

 

KEPALA SUB BAGIAN 

TATA USAHA 


